BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Efektivitas
a. Pengertian Efektvitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari
kata effective yang mempunyai beberapa arti, antara lain 1) ada
efeknya, 2) membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai
berlaku. Dari Kkata tersebut muncul kata keefektifan yang diartikan
sebagai tindakan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan,
kemanjuran dan keberhasilan.!®

Menurut Harbani Pasolong, efektivitas berasal dari kata “efek”
sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu
sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah
direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai dari suatu
kegiatan.*®

Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar,
kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Peter F.Ducker lebih
menekankan pentingnya efektivitas daripada efisiensi sebab efektivitas

merupakan kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas

15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2007) hal. 285
16 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2007) hal. 4

13
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merupakan cara bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar serta

memusatkan daya dan upaya yang benar.’

b. Ukuran Efektivitas

Ukuran Efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya

mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai, dan menunjukkan

tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan

fungsinya secara optimal.*® Steers dalam Tangkilisan mengemukakan

lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi meliputi:

1.

2.

Produktivitas

Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
Kepuasan kerja

Kemampuan berlaba

Pencarian sumber daya

Adapun menurut Gibson et al, dalam Tangkilisan, efektivitas

organisasi dapat diukur sebagai berikut:

1.

2.

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
Perencanaan yang matang

Penyusunan program yang tepat

Tersedianya sarana dan prasarana

17 Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hal. 55

18 Ali Humaedi, Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan
Resiko Bencana, (Yogyakarta: LKiS, 2015) hal. 44
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7. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.®
Menurut Budiani dalam Amrizal, untuk mengukur efektivitas

suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel

sebagai berikut:?°

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program
tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosisalisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program
dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi
mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada
masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada
khususnya.

3. Tujuan program, Vyaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil
pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan
sebelumnya.

4. Pemantauan program, Yyaitu kegiatan yang dilakukan setelah
dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta

program.

19 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: PT Grasindo, 2005) hal. 140-141

20 Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati, Pennggulangan Golput dalam
Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada, (Medan: Lembaga Penelitan dan Penulisan IImiah
Aqli, 2018) hal. 59-60
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c. Indikator Efektivitas
Indikator efektivitas menurut Makmur dalam Amrizal, dapat dilihat dari
beberapa kriteria efektivitas, meliputi sebagai berikut:?*
1. Ketepatan waktu
Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas dari
pencapaian tujuan yang telah ditetapakan, sebab waktu merupakan penentu
keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu kegiatan atau aktivitas dalam
sebuah organisasi.
2. Ketepatan perhitungan biaya
Efektivitas yang dimaksud yaitu ketepatan dalam menetapkan satuan-
satuan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan, juga tidak
mengalami  kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat
dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
3. Ketepatan dalam pengukuran
Efektivitas digambarkan dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang
telah ditetapkan sebelumnya yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah
organisasi.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
Menentukan pilihan bukan persoalan yang mudah dan hanya tebakan,
tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik
diantara yang baik atau yang jujur diantara yang jujur atau diantara

keduanya yang terbaik dan terjujur.

21 Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati, Pennggulangan Golput dalam
Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada, (Medan: Lembaga Penelitan dan Penulisan IImiah
Aqli, 2018) hal. 55-57
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5. Ketepatan berpikir
Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan
yang diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah
Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi
oleh kemampuan pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan
peintah yang jelas dan mudah dipahami. Jika perintah sulit
dimengerti dan dipahami maka akan berakibat pada kegagalan yang
merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi
untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tujuan yang ditetapkan secara tetap sangat menunjang efektivitas
pelaksanaan kegiatan yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan Sasaran
Penentuan sasaran yang tepat, baik yang ditetapkan individu maupun
organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

2. Program Keluarga Harapan
a. Pengertian Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian

bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai

keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, keluarga miskin didorong

untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan,

pendidikan, pangan dan gizi, pendampingan, termasuk juga akses terhadap
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berbagai program perlindungan sosial lainnya dalam program
komplementer yang berkelanjutan.??

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program dalam
percepatan penanggulangan kemiskinan yang kegiatan utamanya adalah
pemberian bantuan non tunai kepada keluarga atau rumah tangga yang
sangat miskin berdasarkan ketentuan dan persyaratan tertentu dan
penerima harus melaksanakan kewajiban tertentu. Program ini, secara
internasional dikenal sebagai program Conditional Cash Transfer
(CCT).®

Program Keluaraga Harapan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Kementrian Sosial Rl yang berkerjasama dengan mitra kerja antara lain
Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RI, Kementrian PPN/Bappenas, Kementrian keuangan RI, Kementrian
Kesehatan RI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementrian
Agama RI, Kementrian Komunikasi dan Informasi RI, Kementrian Dalam
Negeri RI, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/kota. Masing-masing mitra kerja tersebut memiliki
peranan masing-masing, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan
seluruh  program penanggulangan kemiskinan, sebagai perencana,
pemonitoring dan pengevaluasi program, pendukung anggaran dan

regulasi penyalur bantuan sosial, sebagai penyedia layanan dan membantu

22 Kementrian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Tahun 2019, hal. 9, diakses dari https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dokumen Rabu tanggal 16 Oktober
2019 pukul 16.35

2 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta: PolGov, 2013) hal.

168-169
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pelaksanaan verifikasi di bidang kesehatan dan pendidikan, sebagai
pelaksanan sosialisai PKH secara nasional, sebagai pelaksana pendataan
kemiskinan untuk Basis Data Terpadu sebagai fasilitator dalam penerbitan
data kependudukan keluarga penerima manfaat program.?*
b. Tujuan Program Keluarga Harapan
Sebagai program penanggulangan kemiskinan, program keluarga
harapan memiliki tujuan dalam jangka pendek, menengah dan jangka
panjang. Dalam jangka pendek program keluarga harapan bertujuan untuk
mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Dalam jangka menengah
program keluarga harapan bertujuan untuk meningkatkan akses layanan
kesehatan dan pendidian dalam rangka untuk mewujudkan generasi yang
sehat dan cerdas dimasa mendatang. Dalam jangka panjang program
keluarga harapan bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Adapun
tujuan dari Program Keluarga Harapan sesuai dalam pedoman pelaksanaan
program keluarga harapan yaitu sebagai berikut:®
1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat
melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan
sosial.
2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan

keluarga miskin dan rentan.

24 Kementrian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Tahun 2019, hal. 25, diakses dari https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dokumen hari Rabu tanggal 16
Oktober 2019 pukul 16.23

% |bid., hal. 25-26



https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dokumen

3)

4)

5)
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Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga
penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan
pendidikan serta kesejahteraan sosial.

Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada

keluarga penerima manfaat.

c. Landasan Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan panduan umum program keluarga harapan, secara

teknis pelaksanaan program keluarga harapan dijalankan berdasarkan

peraturan-peraturan Sebagai berikut:2®

1.

2.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia.

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.

Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

26 Kementrian Sosial Republik Indonesia, Pengetahuan dan Kebijakan Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan, slide 5, diakses dari https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dokumen hari Rabu tanggal
16 Oktober 2019 pukul 16.23
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8. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Belanja Bantuan
Sosial

9. Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan

10. Peraturan Menteri Keuangan Rl No. 228/PMK.05/ tentang
Perubahan  atas Peraturan  Menteri Keuangan Rl  No.
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuuan Sosial pada

Kemenntrian Lembaga.

3. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan
Kesejahteraan secara istilah merupakan suatu kondisi dimana
seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok makanan, pakaian, tempat
tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat
menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang
mengantarkan pada status sosial yang sama antar sesama warga
negara.?’ Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat
lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera
apabila ia merasa tenang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang
mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang

mengancam.?®

27 Bintarto dan Sutrastopo Hadisumarno, Metode Analisa Geografi, (Jakarta: LP3ES, 1979
28 Mita Noveria, Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan, (Jakarta: LIPI Pers, 2011) hal. 22
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Kesejahteraan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 20009,
merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan
sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.?®
Adapun definisi kesejahteraan menurut Hak Asasi Manusia berbunyi
bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil
mempunyai hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan,
minuman, perumahan dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah
melanggar Hak Asasi Manusia/ HAM.*°

Menurut Todaro dan Stephen, kesejahteraan masyarakat
menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai
kehidupan yang lebih baik meliputi, pertama peningkatan kemampuan
dan pemetaan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan,
kesehatan dan perlindungan, kedua peningkatan tingkat kehidupan,
tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan ketiga memperluas
skala ekonomi dan Kketersediaan pilihan sosial dari individu dan

bangsa.!

. Indikator Kesejahteraan

Thomas Suyatno dan kawan-kawan mengemukakan bahwa
kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan

dari tingkat hidup masyarakat yang ditandai dengan terentaskannya

2 Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
30 Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

hal. 24

31 Michael P. Todaro dan Stephen, Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 143
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kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, tingkat pendidikan yang
lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.*

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan
fisik dan non fisik, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, tingkat
konsumsi perkapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat
ekonomi dan akses media massa. Kesejahteraan masyarakat juga dapat
diukur dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang meliputi
umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak.

Adapun menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN), kesejahteraan memusatkan perhatian pada masalah
kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai
tempat tinggal dan tidak perlu memperoleh bantuan sandang dan
pangan. Pengelompokan lima tingkatan keluarga sejahtera menurut
Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 vyaitu:

1. Keluarga Pra sejahtera
Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, meliputi sandang,
pangan, papan, kesehatan dan pendidikan dasar.
2. Keluarga sejahtera |
Keluarga sejahtera | yaitu keluarga yang baru dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, namun belum dapat
memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya meliputi agama/ibadah,

kualitas pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

32 Thomas Suyatno, at all, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2005), hal. 15
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3. Keluarga Sejahtera Il
Keluarga Sejahtera 1l yaitu yang telah dapat memenuhi
kebutuhan dasar dan sosial psikologisnya, namun belum memenubhi
keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan akan
peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota
keluarga dan lingkungannya, serta kebutuhan memperoleh
informasi.
4. Keluarga Sejahtera lll
Keluarga sejahtera Ill yaitu keluarga yang telah mampu
memenuhi  kebutuhan  dasar, sosial  psikologis  dan
pengembangannya, namun belum mampu memenuhi kebutuhan
akan aktualisasi diri seperti memberi kontribusi kepada masyarakat
secara teratur terkait materi dan keuangan yang ditujukan untuk
kepentingan sosial masyarakat dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera Il Plus
Keluarga sejahtera 111 Plus yaitu keluarga yang telah mampu
secara keseluruhan untuk memnuhi kebutuhannya baik kebutuhan
dasar, sosial psikologis, pengembangan maupun aktualisasi diri,
terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan

berkelanjutan bagi masyarakat.>?

33 Zaenal Tanjung, “Peranan Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-tugas
Guna Memperoleh Gelar Sarjana IAIN Raden Intan Lampung), 2016, hal. 42
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c. Kesejahteraan Masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menyandarkan pada dimensi moral dan spiritual
yang meliputi kejujuran, kepedulian terhadap golongan lemah,
kebaikan dan kemaslahatan, keadilan, kesejahteraan bersama dan
keyakinan akan ketidakberdayaan manusia akan kekuasaan Tuhan
yang menentukan segalanya. Prinsip perekonomian Islam diarahkan
pada terbentuknya kesejahteraan masyarakat bukan kerusakan.** Al-
Ghazali mengemukakan bahwa kesejahteraan (maslahah) dari suatu
masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima
tujuan dasar yaitu agama (al-diin), hidup atau jiwa (nafs), keluarga
atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (maal) dan intelek atau
akal (agl). la menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan
dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan
utamanya.®®

Kesejahteraan yang sejati menurut syariah Islam tidak selalu
diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, melainkan
pula menuntut aspek materi dan spiritual diri manusia dengan
seimbang. Kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan,
pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan. Sedangkan kebutuhan
spiritual meliputi ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran,

kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat.*

34 Dede Nurohman, Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal. 1-3
% Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hal. 88

36 M. Umer Chapra, Masa Depan IImu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001) hal. 49-50
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini  merupakan sumber referensi untuk

memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan
dilakukan. Dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas serta Dampak
Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol,
Kabupaten  Tulungagung, peneliti  menemukan beberapa penelitian
sebelumnya terkait Program Keluarga Harapan yang diangkat sebagai judul
penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Metode Hasil Perbedaan
Peneliti, Penelitian dengan
Tahun penelitian ini

1. | Syahriani, | Kontribu | Deskriptif Masyarakat memahami | Fokus penelitian
2016 Si Kualitatif keikutsertaan dalam | ini yaitu

Program Program Keluarga | pelaksanaan
Keluarga Harapan. Pemberian | Program
Harapan uang  tunai kepada | Keluarga
dalam peserta PKH merupakan | Harapan sebagai
Menunja bentuk kontribusi | penunjang

ng program untuk | pendidikan bagi
Pendidik menunjang  pendidikan | siswa  kurang
an Siswa siswa kurang mampu. | mampu.
Kurang Adanya PKH

Mampu memberikan dampak

di Desa positif yaitu meringankan

Maroiori beban pengeluaran

aja Rumah Tangga Sangat

Kecamat Miskin dan anak-anak

an kurang mampu dapat

Marioriw menyelesaikan program

awo pendidikan dasar 9 tahun

Kabupte serta peningkatan

n kehadiran ~ siswa  di
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Soppeng sekolah serta dampak
negatif yaitu timbunya
perilaku malas bekerja
dan ketergantungan
terhadap program.
Ady Pelaksan | Deskriptif Pelaksanaan Program | Selain untuk
Ardyansya | aan dengan Keluarga Harapan di | mengetahui
h, Mas"ud | Program | pendekatan | Kabupaten Bima telah | pelaksanaan dan
dan Keluarga | kualitatif berjalan dengan baik, | dampak PKH,
Hendra, Harapan | dan ditunjukkan dari hasil | pnelitian ini
2018 (PKH) kuantitatif | jawaban responden dan | juga digunakan
dalam informan yang | untuk
Penangg menunjukkan  jawaban | mengetahui
ulangan yang positif. Pelaksanaan | sejauh mana
Kemiski PKH juga memberikan | pemerintah
nan  di manfaat  besar  bagi | memberikan
Kabupat masyarakat miskin | dukungan
en Bima dilihat dari dampaknya | terhadap
(Studi bagi masyarakat. | pelaksanaan
pelaksan Pemerintah sangat | PKH untuk
aan PKH mendukung pelaksanaan | menanggulangi
di PKH di Kabupaten Bima | kemiskinan.
Kecamat ditunjukkan dari
an pemerintah daerah
Monta) memberikan motor dinas
dan  tambahan  uang
transport bagi
pendamping PKH dalam
pelaksanaan tugas.
Kartiawati | Analisis | Kualitatif Efektivitas Program | Penelitian  ini
, 2017 Efektivit Keluarga di Kampung | berfokus
as Bonglai belum terpenuhi, | Efektivitas
Program ada dua indikator yang | Program
Keluarga tidak terpenuhi oleh PKH | Keluarga
Harapan dari lima indikator dalam | Harapn  dalam
(PKH) mengukur efektivitas | pengentasan
Dalam meliputi masukan, | kemiskinan
Pengenta proses, keluaran, manfaat | yang juga
san dan dampak. Hal ini yang | ditinjau
Kemiski disebabkan oleh | berdasarkan
nan beberapa faktor yaitu | nilai-nilai
Ditinjau tidak tepatnya penerima | Ekonomi Islam.
Dari bantuan dalam
Perspekti mengelola/mengalokasik
f Islam an dana PKH vyang
diterima. Dilihat dari
nilai-nilai Ekonomi
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Islam, Program Keluarga
Harapan dalam
pelaksanaanya masih
sebatas jaminan sosial.

Desvita Pelaksan | Kualitatif Pelaksanaan Program | Teori yang
Nindya aan deskriptif Keluarga Harapan di | digunakan
Wulandari | Program Pekanbaru belum optimal | dalam penelitian
, 2017 Keluarga yang disebabkan oleh | ini merujuk
Harapan beberapa faktor yang | pada teori
(PKH) di menghambat pelaksanaan | tentang
Kota program, misalnya | manajemen dari
Pekanbar kurangnya sosialisasi dan | George R. Terry
u (Studi pemahaman program | yaitu planning,
Kasus di oleh masyarakat serta | organizing,
Keluraha penyaluran bantuan yang | actuating  dan
n Sri dirasa  belum  tepat | controlling
Meranti sasaran pada masyarakat | dalam
Kecamat miskin. pelaksanaan
an Program
Rumbai. Keluarga
Harapan.
Aprilia Analisis | Deskriptif | Program Keluarga | Metode  yang
Saraswati, | Pengaruh | kuantitatif | Harapan (PKH) | digunakan untuk
2018 Program berpengaruh negatif dan | melihat
Keluarga signifikan terhadap | pengaruh PKH
Harapan pengentasan kemiskinan. | terhadap
(PKH) Dilihat dari nilai-nilai | pengentasan
terhadap Ekonomi Islam yaitu | kemiskinan
Pengenta keadilan, tanggung jawab | penelitian ini
san dan takaful, | yaitu dengan
Kemiski implementasi PKH masih | menggunakan
nan sebatas jaminan sosial | penelitian
dalam pemerintah kepada | deskriptif
Perspekti masyarakat. kuantitatif
f dengan beberapa
Ekonomi model uji
Islam hipotesis secara
statistik.
Ebenezer | Perceive | Deskriptif Hasilnya  menunjukkan | Penelitian ini
Owusu- d impact | Kualitatif bahwa program CCT | berfokus pada
Addo. of (Conditional Cash | dampak
2014 Ghana’s Transfer menawarkan | program  CCT
condition suatu instrument | (Conditional
al cash perlindungan sosial yang | Cash Transfer)/
transfer berharga untuk | transfer  tunai
on child meningkatkan kesehatan | bersyarat

anak yatim dan rentan

terhadap bidang
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dilaksanakan.

health dengan cara | kesehatan
menunjukkan faktor- | khususnya
faktor sosial kesehatan | kesehatan anak.
anak seperti nutrisi, akses
ke pelayanan kesehatan,
kemiskinan dan
pendidikan.
Florence I. | Sociocult | Kualitatif Hasilnya menunjukkan | Penelitian  ini
Theodore, | ural bahwa beberapa faktor | berfokus pada
Anabelle | Influence sosiokultural, termasuk | bidang
Bonvecchi | s on Poor organisasi keluarga | kesehatan
0 Arenas, | Nutrition patriarki, tingginya | mengenai
Armando | and ketersediaan ~ makanan | pengaruh
Garcia- Program tidak  bergizi, norma | sosiokultur
Guerra, Utilizatio sosial yang menawarkan | terhadap gizi
Illan n of untuk mengkonsumsi | buruk dan
Blanco Mexico’s makanan dalam bentuk | penggunaan
Garcia, Conditio cair, berbagi makanan | program CCT
Rocio nal Cash diantara anggota | (Conditional
Alvaro, Transfer keluarga,  pengetahuan | Cash Transfer
Cloe J | Program tradisional, dan hambatan
Rawlinson komunikasi dengan
, Lynnette budaya biomedis, sangat
M. berpartisipasi dalam
Neufeld, pembentukan gizi buruk.
dan Gretel Pengetahuan tentang
H. Pelto konteks lokal dan budaya
untuk memahami
penerimaan,
pemanfaatan, dan
dampak program penting
untuk memperkuat
desain  program yang

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Dari

beberapa penelitian

tersebut,

menjelaskan

bahwasanya

pelaksanaan program keluarga harapan diberbagai wilayah di Indonesia dan

luar negeri memiliki pengaruh yang berbeda-beda baik itu dalam hal

kesehatan, pendidikan maupun masalah kemiskinan. Begitu pula dengan

penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai efektifitas serta dampak

pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol,
Kabupaten Tulungagung. Adapun yang membedakan penelitian yang
dilakukan peneliti dari penelitian terdahulu vyaitu penelitian ini lebih
difokuskan pada kefektivitasan pelaksanaan program dan dampaknya bagi
masyarakat, khusunya mengenai dampak peningkatan kesejahteraan
masyarakat, yang mana data atau informasi diperoleh dengan cara melakukan

observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Kerangka Berpikir
Gambar 2.1: Kerangka Berpikir

Pemberian Bantuan
Sosial Program
Keluarga Harapan

Efektivitas Kendala pelaksanaan
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Peningkatan Kesejahteraan
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Sumber: Olahan Peneliti, 2020



